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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 12TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITULANG BAWANG,

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tldak sesuai dengan asumsl
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa leblh tahun anggaran sebelumnya harus dlgunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun
Anggaran 2011perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat n Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tlngkat n Tanggamus
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Buml dan dan Bangunan
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3312) sebagalmana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyetenggaraan Negara yang
Berslh dan Bebas dari Korupsl, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4400);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan
Pembangunan Naslonal (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4421);



10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dlubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah dlubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerlntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

16 Peraturan Pemerlntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem InformasI
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.



Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubemur Lampung Nomor : G/593/B.HI/HK/2011 tanggal 27
September 2011 tentang Evaluasl Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011;

2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23 Tahun
2011 Tanggal 21 Oktober 2011 tentang Penyempumaan Terhadap Raperda
Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKXLAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG

dan
BUPATITULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah
Rp.639.590.557.383,00 bertambah sejumlah Rp.27.411.089.161,00 sehlngga menjadl
Rp.667.001.646.544,00 dengan rindan sebagal berikut :

Rp. 639.590.557.383,00
1. Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Belanja setelah Perubahan

Déflslt setelah perubahan

3. Pemblayaan
a. Penerlmaan Daerah

1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Penerlmaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Berkurang

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 27.411.089.161.00
Rp. 667.001.646.544,00

Rp. 641.393.588.604,00
Rp. 50.099.853.071.00
Rp. 691.493.441.675,00

Rp. (24.491.795.131,00)

Rp. 31.303.031.221,00
Rp. 16.945.167.820.00
Rp. 48.248.199.041,00

Rp. 29.500.000.000,00
RP. (5.743.596,090.00)
Rp. 23.756.403.910,00

Jumlah Pengeluaran netto setelah Perubahan Rp.24.491.795.131,00
SZsa leblhpemblayaananggaran setelahperubahan Rp.0,00,-

Pasal2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 22.441.811.023,00
2) Bertambah Rp. 6.781.284.617.00
Jumlah Pendapatan Asll Daerah setelah Perubahan Rp.29.223.095.640,00

b. Dana Perlmbangan
1) Semula Rp.520.204.978.188,00
2) Bertambah Rp. 1.729.842.767.00
Jumlah Dana Perlmbanqan setelah Perubahan Rp.521.934.820.955,00



c.Lain-Iain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Laln-laln pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan

Rp. 96.943.768.172,00
RP. 18,899.961.777,QQ

Rp.115.843.729.949,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darl jenls pendapatan :

a.Pajak Daerah
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 3.110.200.000,00
Rp. 250.000.000.00

Rp. 3.360.200.000,00

b. Retribusi Daerah
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 16.644.771.023,00
Rp. 1,327.666,

Rp.17.972.437.164,00

c.Hadipengelolaan kekayaandaerah yang diplsahkan
1) Semula
2) Bertambah

Rp. 636.840.000,00
Rp, 3,667,793.476,00

Jumlah Hasll pengelolaan kekayaan daerah yang diplsahkan
setelah Perubahan Rp« 4.304.633.476,00

d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula
2) Bertambah

Rp. 2.050.000.000,00
Ro. 1.535.825.000.00

Jumlah Laln-laln pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan Rp« 3.585.825.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b tendlri dari jenls-jenis pendapatan :

a.Dana Bag! Hadi
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Dana Bag! Hasll setelah Perubahan

b.Dana alokasi umum
1) Semula
2) Tetap

Rp. 42.476.738.188,00
Rp, 1.729,842.76Z.QQ

Rp. 44.206.580.955,00

Rp. 400.393.840.000,00
Bp, QxQQ

Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 400.393.840.000,00

c. Dana alokasi khusus
1) Semula
2) Tetap

Rp. 77.334.400.000,00
Bp, 0*00

Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 77.334.400.000,00

(4) Laln-laln pendapatan daerah yang sah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c tendlri dari jenls
pendapatan :

a.Dana Penyelmbang/Dana Ad hOc
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah Dana Penyeimbang/Ad Hoc
setelah Perubahan

Rp. 43.000.000.000,00
Rp.f43.000.000.000.00)

Rp. 0,00

b. Bantuan Blaya Pemungutan PBB
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Dana Blaya Pemungutan PBB
setelah Perubahan

c. Dana Bag!Hadi Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lain
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Dana Bagl Hasll Pajak dari Provinsi
dan Pemda Lain setelah Perubahan

Rp 424.675.772,00
Rd. 359.689.417.00

Rp. 784.365.189.00

Rp. 28.001.720.000,00
Bp, 300.000.000,00

Rp. 28.301.720.000,00



d. Dana Penyesualan dan Otonoml Khusus
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 65.930.067.000,00
Jumlah Dana Penyesualan dan Otonoml Khusus
setelah Perubahan Rp- 65.930.067.000,00

e. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1) semula Rp 14.329.500.000,00
2) Berkurang Rd. (9.404.250.000.00)
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
setelah Perubahan Rp, 4,925,250-000,00

f. Dana Tunjangan Profes! Guru PNSD
1) Semula Rp. 11.187.872.400,00
2) Bertambah Rd, 4.714.455.360.00
Jumlah Dana Tunjangan Profes! Guuru PNSD
yang sah setelah Perubahan Rp- 15.902.327.760,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sejumlah dimaksud dalam Pasal 1terdlri darl :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 324.425.170.300,00
2) Berkurang Rp, (6.054,764,929^0)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 318.370.405.371,00

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp- 316.968.418.304,00
2) Bertambah Rp, 56,154.618.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp- 373.123.036.304,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenls belanja :

a. Belanja Pegawal Sejumlah
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah Belanja Pegawal setelah Perubahan

Rp. 272.479.170.300,00
Rp. (9.890.810.929.00)

Rp. 262.588.359.371,00

b. Belanja hibah
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan

Rp. 25.970.000.000,00
Rp. 3.668.546.000.00

Rp. 29.638.546.000,00
c. Belanja bantuan soslal

1) Semula Rp* 10.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1,167,500,POMP
Jumlah Belanja bantuan soslal setelah Perubahan Rp. 11.167.500.000,00

d. Belanja bantuan keuangan kepada Prov/
Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa
1) Semula
2) Tetap
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Prov/
Kabupatsn/tota dan Psmarlntah Desa
setelah Perubahan

Rp. 13.716.000.000,00
Rb, 0,00

Rp. 13.716.000.000,00

f. Belanja bantuan kepada Partal Politik
1) Semula Rp. 760.000.000,00
2) Tetap MQ
Jumlah Belanja bantuan soslal setelah Perubahan Rp. 760.000.000,00

g.Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
2) Berkurang Rd. (1.000.000.000.00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00



(3) Betenja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdlri dari jenls belanja :

a.Belanja Pegawal
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja Pegawal setelah Perubahan

Rp. 30.386.417.334,00
Rp 11.947.319.000.00

Rp. 42.333.736.334,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula
2) Bertambah

Rp. 127.137.520.870,00
Rp, 21,914,975,00&.QQ

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 149.052.495.870,00

c. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 159.444.480.100,00
Rp, 22,292,324,000^

Rp. 181.736.804.100,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdlri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 31.303.031.221,00
Rp, 16.945.167,920,00

Rp. 48.248.199.041,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 29.500.000.000,00
RP. (5.743.596.090,00)

Rp. 23.756.403.910,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdlri dari jenls pembiayaan :

a. SILPA tahunanggaran sebelumnya
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan

Rp. 7.899.997.340,00
Rp.(5.868.873.702.00)

Rp. 2.031.123.638,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula
2) Bertambah

Rp. 0,00
Rp. 26.500.000.000.00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 26.500.000.000,00

c. Penerimaan Plutang Daerah
1) Semula
2) Berkurang

Rp. 23.403.033.881,00
Rp. f3.685.958.478.00)

Jumlah Penerimaan Plutang Daerah setelah Perubahan Rp. 19.717.075.403,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah
1) Semula
2) Tetap
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
pemerintah daerah setelah Perubahan

Rp. 4.500.000.000,00
EP, OQQ

Rp. 4.500.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang / perhitungan pihak ketiga sebagaimana

1) Semula
2) Berkurang

Rp. 25.000.000.000,00
Rp. (5.743.596.090.00)

Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 19.256.403.910,00



Pasal 5
Uraian leblh lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam lamplran yang merupakan bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdlri dari :
1. LamplranI
2. Lamplrann

Ringkasan Perubahan APBD
Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi
SKPD;

3. Lamplranm Rindan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi
SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lamplran IV Rekapltulasl perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi
SKPD, program dan kegiatan;

5. Lamplran V Rekapltulasl perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsl dalam kerangka pengelolaan
keuangan Negara;

6. Lamplran VI
8. Lamplran VII

Daftar perubahan jumlah pegawai pergolongan dan peijabatan;
Daftar keglatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dlselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lamplran Vm Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Perubahan Pejabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah inl mulal beriaku pada tanggal dlundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah Inl dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan dl Menggala
pada tanggal 24 Oktober 2011

Dlundangkan dl Menggala
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

PATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011NOMOR 15.LEMBARAN DAERAH


